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Latar Belakang dan Agenda

LATAR BELAKANG

 Memenuhi kewajiban transparansi sebagai pengelola sumber daya alam;
* Menjaga penilaian Indonesia dalam organisasi EITI;

* Memenuhi timeline workplan yang sudah disepakati;

* Menjaga komunikasi Multi Stakeholder Group Industri Ekstraktif; dan

* Memenuhi persyaratan standar EITI dalam penyusunan pelaporan EITI.

Agenda
» Scoping Study Laporan 2021

* Persetujuan Kegiatan dan Program Sekretariat EITI International
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Indonesia published its latest EITI Report in March, adopting the flexible
reporting measures introduced by the EITI Board in 2020. While the report
mainly covers the 2018 fiscal year, it also documents the impact of the COVID-19
crisis on Indonesia’s extractive sector in 2020 - including its effects on
production, exports and revenues — and highlights some of the government’s
response measures.

Hon. Arifin Tasrif, Indonesia’s Minister of Energy and Mineral Resources, noted
that Indonesia’s EITI Report was produced in the spirit of sustaining transparency
in the extractive industries. “We want to inform our citizens on the impact of the
INDONESIA 2018 pandemic on the sector as well as policies introduced by our government in
KONTEKSTUAL handling COVID-19 and restoring the national economy”.

(FLEXIBLE REPORT)

LAPORANEITI

" The report is a good example of what

can be achieved using the flexible
reporting measures introduced by the
O BERE SR EITI Board in 2020, said EITI Executive
Director Mark Robinson.

https://eiti.esdm.go.id
’)

https://eiti.org/news/new-report-shows-indonesias-extractive-revenues-in-
decline
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https://eiti.org/document/2018-eiti-indonesia-report
https://eiti.org/eiti-reporting-during-covid19
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A. Standard EITI 2019 - Flexible Report*

Flexible EITI Reporting

MSG dapat menggunakan fleksibilitas ini  untuk
mengkomunikasikan data tapat waktu yang relevan dengan
kondisi pandemic covid-19.

Document Requirements

Pelaporan memenuhi persyaratan pengungkapan informasi
sesuai standar EITI 2019 (req. 2-6) yang disepakati oleh
MSG.

Disclosure Requirements

Negara menerbitkan Laporan EITI dijadwalkan paling

lambat tanggal 31 Desember 2021.

1. Informasi tentang perkembangan sektor ekstraktif
dan prospek industri saat ini dan ke depan, serta
hubungan dengan dampak COVID-19, antara lain:
Informasi tentang perubahan lisensi dan negosiasi atau
persyaratan kontrak; Penyesuaian terhadap rezim
fiskal; Insentif; Eksplorasi atau pengembangan;
Produksi, ekspor dan lapangan kerja; Perubahan
kepesertaan negara dan kebijakan badan usaha milik
negara; Pendapatan dan anggaran;dan Isu lain yang
disepakati oleh MSGs.

2. Pengungkapan sepihak oleh pemerintah dan/atau

perusahaan sesuai dengan Persyaratan EITI 2, 3, 4,5
dan 6 yang mencakup semua informasi dalam
pengungkapan EITI Standar EITI 2019 yang telah
disepakati MSG.

3. Pengungkapan data terkini.

4. Gambaran lengkap (komprehensif) dari data yang

diungkap.

5. Penilaian oleh MSG atas kelengkapan dan

keandalan data yang diungkapkan, mengidentifikasi
setiap celah atau kelemahan dalam pengungkapan
sesuai dengan Standar EITI 2019.

* https://eiti.org/files/documents/explainer_flexible_reporting_requirements_oct2020.pdf
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Informasi yang harus
diungkapkan atau disediakan

Mengidentifikasi informasi yang
akan diungkapkan untuk
memenuhi Persyaratan EITI 2-6.

Analisis

Mampu menjawab gap masalah yang sebelumnya telah diidentifikasi dalam
Laporan dan Validasi EITI.

Menyepakati tahun fiskal yang
akan dicakup dalam
pengungkapan informasi.

Pendapatan, produksi, dan data lainnya harus mencakup tahun fiskal 2019.
Waktu cut-off untuk update informasi tahun 2020

Menyepakati definisi aliran
pendapatan dan entitas yang
melakukan dan penerimaan
pembayaran

Dalam menetapkan definisi pendapatan dan ambang batasnya, MSG harus
membandingkan jumlah aliran pendapatan dan pembayaran vyang
dilakukan oleh perusahaan dengan total pendapatan pemerintah. MSG
dapat menggunakan ambang batas yang telah digunakan dalam periode
pelaporan sebelumnya, atau menyesuaikan ambang batas untuk
menitikberatkan pada aliran pendapatan dan entitas pelapor yang
dianggap paling utama.

Bagaimana cara meningkatkan peran aktif perusahaan. Berdasarkan hasil
kuisioner Laporan EITI Indonesia 2018, tingkat partisipasi relatif minim,
perusahaan migas 85% dan minerba 20%.
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Bab

Ruang Lingkup Umum
e Latar Belakang

Tujuan Laporan Konstektual

Ruang Lingkup

Metodologi Proses Pelaporan
Pelaksanaan EITI di Indonesia

Standar EITI 2019

Bab Il

Gambaran
Kegiatan Industri
Ekstraktif dan
Kerangka Hukum
Pengelolaan
Industri Ekstraktif

Gambaran pokok kegiatan industri ekstraktif
menjelaskan mengenai kegiatan dan instansi yang
terkait dalam pengelolaan industri ekstraktif di
sektor Minyak dan Gas bumi (Migas) dan mineral
dan batubara (Minerba). Dan data dari
Kementerian /Lembaga yang terkait serta
kewenangannnya

2.1 Legal Framework and fiscal regime

Bab Il
Implementasi
Kegiatan Industri
Ekstraktif

Terkait kegiatan yang dilakukan dalam industri
ekstraktif dengan pembagian sektor minyak dan gas
bumi dan sektor mineral batubara. Adapun katagori
informasi dibagi menjadi 2 yaitu: pertama proses
perizinan dan kedua adalah kontribusi sektor
industri ekstraktif.

2.2 Contract and license allocations
2.3 Register of licenses

2.4 Contracts

3.1 Exploration

3.2 Production

3.3 Exports

INDONESIA
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Bab Ruang Lingkup Umum Standar EITI 2019
Bab IV Penerimaan Informasi terdiri: 4.1 Comprehensive disclosure of taxes and
dan Alokasi * Komposisi Realisasi Pendapatan Negara, revenues
Pendapatan Negara * Penerimaan Perpajakan, 4.2 Sale of the state’s share of production
* Penerimaan Bukan Pajak, or other revenues collected in kind

* Alokasi Penerimaan Negara Dari Industri Ekstraktif,

* Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Pusat,

* Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah.

4.3 Infrastructure provisions and barter
arrangements

4.4 Transportation Revenues

4.5 Transactions related to state-owned
enterprises (SOEs)

4.6 Subnational Payments

4.7 Level of disaggregation

4.8 Data timeliness

4.9 Data quality and assurance

5.1 Distribution of extractive industry
revenues

5.2 Subnational transfers

5.3 Revenue management and
expenditures

=/ INDONESIA Extractive Industry Transparency Initiative | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
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Ruang Lingkup Umum Standar EITI 2019
e o Informasi terdiri: 2.6 State participation
Ugaha “ﬁlrﬁlr(' Nggaarna * Hubungan Keuangan. antara $UMN dan Pemerintah 4.5 Transactions related to state-
« TanggungJawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN owned enterprises (SOEs)
Industri

6.2 Quasi-fiscal expenditures
e Ekstraktif

* Holding BUMN
e Quasi-fiscal Industri Ekstraktif Indonesia

b Informasi yang terkandung dapat dibagi menjadi sosial dan 6.1 Social and environmental
?aawa\a 'Sl'g;\i% lég% lingkungan. ' | o _ | expenditures by extractive
Lingkungan * Tanggung jawab sosial meliputi: program sosial melalui companies

Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di mana bidang-
bidang di dalamnya yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi,
fasilitas sosial/umum (infrastruktur), dan lingkungan.

* Tanggung jawab lingkungan meliputi: pengelolaan
lingkungan, ASR, biaya pengelolaan dan pelestarian
lingkungan, penempatan jaminan reklamasi, realisasi
jaminan reklamasi.

6.4 Environmental impact of
extractive activities

Extractive Industry Transparency Initiative | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
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Ruang Lingkup Umum

Standar EITI 2019

Bab VII
Perkembangan
Pemulihan Ekonomi
Nasional

Berisi penjelasan untuk menjawab berbagai isu vyang
berkembang di industri ekstraktif yang sesuai dengan standard
EITI dan flexible report, serta isu pada laporan ke delapan belum
dibahas. Isu tersebut yaitu: pemulihan ekonomi nasional pasca
covid-19, commodity trading, dampak lingkungan, dampak
terhadap masyarakat adat dan gender.

6.3 The contribution of the
extractive sector to the economy

Bab VIl Kebijakan di
Industri Ekstraktif

Terkait reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
untuk industri ekstraktif pada masing-masing berdasarkan rantai
nilai (value chain). Informasi harus diungkap antara lain:

* Perkembangan integrasi teknologi informasi
* Kebijakan sesuai value chain

* Disclosure contract

* Beneficial ownership

2.5 Beneficial Ownership

7.2 Data accessibility and open
data

7.3 Recommendation from EITI
implementation
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Kegiatan yang Diusulkan Sekretariat EITI| Internasional

Pelatihan penyusunan EITI Work Plan oleh tim EITI Secretariat dan World Bank (menunggu penyusunan
jadwal dari EITI Secretariat Int’l) 2 Rencana Join Meeting antara World Bank dengan EITI Secretariat :

©)

©)

Klarifikasi Scope of Work dan Work Plan EITI 2021

Klarifikasi checklist self-validation melalui systematic disclosure

Tawaran independent scooping study untuk penerapan contract disclosure :

@)

@)

@)

Konsultansi dan workshop dari USAID
Indonesia’s contract regime O&G; legal framework; implementation; barriers; etc.

Waktu Penyelenggaran sekitar bulan Juli 2021

Indonesia terpilih untuk menjadi pilot project penerapan BO “Open Extractive Program”

Indonesia diminta untuk sharing terkait best practice Anti Korupsi pada acara EITI Regional Forum 22 Juni
2021, menyangkut:

©)

Inventarisasi Impact Evaluation;
Education;
Pembinaan-Koordinasi-Supervisi; dan

Law Enforcement
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